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DENGAN RAII MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

lenimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan . Daerah untuk
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ntapkan Otonomi Daerah yang !uas, nyat^dan bertanggung jawab ;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupatcn Nias Nome

21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantia
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akt
Catatan Sipil perlu diadakan perubahan sesut
dengan perkembangan keadaan da
perekonomian sekarang ini, sejalan denga
berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahu
2000 tentang Perubahan atas Undang-undan
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah da
Retribusi Daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimar
dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, mal
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupatf

atas Peraturan Daert

mema 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor
Nomor

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Nias tentang Perubahan
Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998 tentaij
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanq
Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;

Tahun 19a
Daerah Otond1. Undang-undang Nomor 7 Drt

tentang Pemberttukan
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daetj
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negafl
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lemban
Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tend
Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Nega
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembatj

Mengingat

Tambahan Lembaran Negara
) ;

Negara Nomor 3019) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tental

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidj|
(Lembaran Negara Tahun 1981 Ncmor \
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; j
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19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174Tahun 1997
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

ll. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Penduduk ;

J Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Retribusi Daerah (Lembaran Negara

10. Peraturan
tentang Pedoman Tata CaraPemungutan Retribusi Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175Tahun 1997

Daerah

tentang Tata Cara Pemeriksaan diBidang Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43Tahun 1999 tentang sistem dan ProsedurAdministrasi Pajak Daerah, Retribusidan Penerimaan Lain-lain ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias NomorTahun 1993

12. Peraturan
Daerahtentang _

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
Peraturan

8
tentang Penghunjukkan PenyidikPegawai Negeri Sipil yang melakukanpenyidikan terhadap pelanggaran PeraturanDaerah yang memuat ketentuan Pidana(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993Nomor 4) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 21Tahun 1998

PenyusunanTekniktentang
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

PeraturanRancangan
Rancangan Keputusan

Undang-Undang,

Pemerintah dan
Presiden ;

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A14. Peraturan . ..

Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penduduk
dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen
Kependudukan ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117
Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Akta
Catatan Sipil ;

tentang Retribusi PenggantianBiaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan AktaCatatan Sipil (Lembaran Daerah KabupatenNias Nomor 13 Tahun 1999, Seri B Nomor12) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001Nomor 11) ;

Menteri Dalam Negeri Nomor 1516. Keputusan
Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan

Pendaftaran Penduduk ;
Menteri Dalam Negeri Nomor 1617. Keputusan

Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan
Formulir-formulir yang dipergunakan dalam
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

' 1
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§ 1 Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa
atau PenS8ant'an biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga

v dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi ;

j. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk
melakukan pemungutan retribusi ;

t; Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia
maupun Warga Negara Asing, yang bertempat tinggal tetap di dalam
wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan

ft peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
1. Kartu Tanda Penduduk, untuk selanjutnya disingkat KTP adalah kartu
I sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah

Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERA
DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 211
TAHUN - 1998 TENTANG RETRIBUSlf
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU]
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN1

SIPIL.

DAERAH KABUPATEN NI
Menetapkan

1

: Pasal Ii .

Kartu Keluarga, untuk selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas

seseorang mengenai kelahiran, perkawman, perceraian, kematian
Pasal 1 pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan

I-
; 5f2!fiJfSSHE.r..» w....n-w"" “ —* x--. s s s r s-**«- « J

Transmigrast Kabupaten Nias , Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias . dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenan°

* St.;:sr,“,s.'trC£Z »jss"-; "c“~ *»-. issssssa.1!*,--;;Sj-d —
ii

sebagai berikut :

kepentingan orang pribadi ,
76 :



perkawinan dan perceraian bagj yang bukan beragama Islam, kelahiran |dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri ;
t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah

adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi
yang terhutang ;

u. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah |
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan *
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan
pembayaran pokok retribusi, besamya sanksi administrasi dan jumlah
retribusi yang masih harus dibayar ;

w. Surat Ketetetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari
retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

y. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
bernpa bunga dan atau denda ;

z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di
bidang Retribusi ;

aa. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana. di bidang i
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 9Struktur dan besamya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebagai berikutA. Penggantian biaya cetak blanko KK dan KTP sistem manual :1. Kartu Keluarga
Rp 10.000,-2. KTPWNI
Rp 3.000,-3. KTPWNA
Rp 5.000,-B. Penggantian biaya cetak bianco Akta Catatan Sipil :Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran :a. Untuk WN1:

1) Anak kesatu dankedua2) Anak ketiga dan seterusnya3) Kutipan akta kelahiran kedua dan seterub. Untuk WNA :
1) Anak kesatudankedua2) Anak ketiga dan seterusnya3) Kutipan akta kelahiran kedua danseteru2. Biaya Pencatatan Perkawinan :a. Untuk WNI :

1) Didalam Kantor2) Di luar Kantor
3) Kutipan akta (satu Setb. Untuk WNA :
1) Didalam Kantor2) Diluar Kantor
3) Kutipan akta (satu Set untuk Suami dan Isteri)Biaya Pencatatan

Pengesahan Perkawina. Untuk WNI :
1) Didalam Kantor
2) Diluar Kantorb. Untuk WNA :
1) DidalamKantor
2) Diluar Kantor

1.

Rp 6.000,
Rp 10.000,-

snya Rp 15.000, -
Rp 17.500,
Rp 35.000,

snya Rp 40.000,-

Rp 20.000,
Rp 35.000,

. 10.000, -untuk Suami dan Isteri) Rp

Rp 40.500,
Rp 80.000,
Rp 25.000,-

satu bulan sejak tanggalan menurut Agama :
yang melebihi

Rp 30.000,
Rp 60.000, -

Rp 80.000,
Rp 60.000 , -

i*
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Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya:
a. Untuk WNI :

(Satu set untuk Suami dan Isteri)
b. Untuk WNA :

(Satu set untuk Suami dan Isteri)
3. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :

•a. Untuk WNI : Satu set
b. Untuk WNA : Satu set

Biaya Pencatatan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak
tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap (termasuk Akta Perceraian satu set ) :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

4. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :
Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

5. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan
Pengesahan Anak : ,
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA

6. Biaya Kutipan Akta Pengakuan anak kedua dan seterusnya :
Rp 30.000.-
Rp 60.000,-

Biaya Pencatatan Anak yang melebihi jangka waktu satu bulan
sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan
Negeri yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan atau
tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan Anak
melalui Notaris :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

8. Biaya Pencatatan Perubahan Nama :
9. Biaya Salinan Akta Kelahiran :

a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

10. Biaya Salinan Akta Perkawinan :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

11. Biaya Salinan Akta Perceraian :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

12. Biaya Salinan Akta Kematian :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

3Rp 25.000.-

1Rp 50.000,-

Rp 50.000,-
Rp 100.000,-

Rp 25.000,-

Rp 30.000,-
Rp 60.000,- \

1 Rp 25.000,-
Rp 50.000,-Rp 60.000,-

Rp 120.000,-

Rp 30.000,-
Rp 60.000,-Rp 75.000,-

Rp 150.000,-

i Rp 30.000,-
Rp 60.000,-Rp 3.500,-

Rp 10.000,-

4i Rp 10.000,-
Rp 20.000,-Rp 6.000,-

Rp 20.000,- m 13. Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

14. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

Rp 30.000,-
Rp 60.000,-

.1Rp 35.000,-
Rp 60.000,- 1

Rp 5.000,-
Rp 10.000,-

15. Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan mengenai
Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang teijadi diLuar Negeri :
a. Untuk WNI :

a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

7. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak :
a. Untuk WNI :
b. Untuk WNA :

Rp 25.000,-
Rp 50.000,- Rp 25.000,-

10
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PENJELASAN
b. Biaya Pelaporan sebagaimana tersebut di atas

yang melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang

bersangkutan kembali di Indonesia, dikenakan
biaya:

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIASRp 50.000.

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANGPasal II

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSl PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

DAN AKTA CATATAN SIPIL

Peraturan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Nias. IIMUM
di Gunungsitoli

26 J u 1 i 2002Disahkan
pada tanggal Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan

scbagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan Iain-lain, hams

Iditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan
Retribusi Daerah hams berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pembahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan
pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut
dapat memberikan beban yang adil.
Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
dan penerimaan bempa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain
berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

AW IN 2007 NOMOR 4i Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
NIAS TA - I Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu

i nengatur dan mengurus mmah tangganya sendiri.

BUPATI NIAS,

Dto

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September

l̂&O^̂ AERAH KABUPATEN NIAS,

2002

•vs

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

OCHI TELAUMBANUA&
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Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang •

Penibahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi j
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan j
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah \
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam kaitan ini, maka penetapan tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil '

dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian sekarang
ini, terutama apabila dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan asli ;

daerah guna mendukung keberhasilan perwujudan Otonomi Daerah di
Kabupaten Nias.

Potensi pemasukan pendapatan asli daerah dari Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil mcmpunyai peluang yang
sangat besar, terutama karena dengan dibcrlakukannya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan di
bidang kependudukan telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Dengan demikian, mated Peraturan Daerah dititikberatkan untuk •

menetapkan penibahan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

PASAL DEMI PASAL

j

Pasall
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 80
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